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KATA PENGANTAR 

Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat merupakan Badan yang 

berkedudukan di Jakarta. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Badan Penghubung 

juga sebagai penyelenggara Pelayanan Publik (Public Service) oleh birokrasi publik 

dan merupakan salah satu perwujudan dari fungsi aparatur negara sebagai abdi 

Negara dan abdi masyarakat yang dimaksudkan untuk membantu / memberi 

kemudahan kepada masyarakat pengguna layanan pada Badan Penghubung 

Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta. Dengan demikian pelayanan publik diartikan 

sebagai pemberian layanan (melayani) orang atau masyarakat yang mempunyai 

kepentingan pada organisasi itu sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah 

ditetapkan. 

Berbagai cara telah ditempuh atau dilakukan guna memperbaiki pelayanan 

publik oleh setiap instansi Pemerintah, namun penyelenggaraan pelayanan publik 

masih tetap menjadi keluhan masyarakat karena tidak sesuai keinginan masyarakat. 

Seluruh pendekatan yang dipergunakan selama ini dalam upaya perbaikan 

pelayanan hanya berdasarkan kepada perintah sebagai penyedia layanan semata-

mata, tidak dipadukan dengan keinginan masyarakat sebagai pengguna layanan. 

Atas pemikiran tersebut maka Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat 

selaku penyelenggara pelayanan publik melakukan kerjasama dengan Biro 

Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Barat selaku unsur pembina 

pelayanan publik untuk melakukan survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada 

Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat selaku Penyedia Layanan Publik 

(Public Services Provider). 

MeIalui hasil survey ini, diharapkan agar menjadi motivasi dalam peningkatan 

kualitas pelayanan publik pada  Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat dalam 
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mewujudkan kinerja penyelenggaraan pemerintah dan meningkatkan akuntabilitas 

dan kepercayaan masyarakat kepada Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat 

khususnya Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat dalam pelayanannya 

dimasa yang akan datang. Kami mohon kepada semua pihak agar dapat memberikan 

masukan atau kritikan yang sifatnya membangun terhadap hasil survey ini, agar 

dapat memperbaiki tingkat kesalahan dan menjadi pedoman kepada semua pihak. 

Kami mengucapkan banyak terima kasih atas dukungan semua pihak dan Tim 

Penyusunan Indeks Kepuasan yang telah banyak membantu hingga tersusunnya 

Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat Tahun 2020. Akhirnya harapan kami agar 

laporan ini dapat bermanfaat bagi masyarakat umum khususnya instansi terkait 

penyedia layanan publik dalam mendukung proses percepatan peningkatan kualitas 

pelayanan publik yang telah diprogramkan oleh pemerintah. 

             KEPALA BADAN PENGHUBUNG 
PROVINSI KALIMANTAN BARAT, 

DASA SEKARTRIATIN ADINDA,S.SOS 
Pembina Tingkat. I 

NIP. 19651006 198603 2 016 



Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat 
 

LAPORAN  SURVEY  KEPUASAN  MASYARAKAT  TAHUN  2020 Page 3 
 

DAFTAR ISI 

KATA PENGANTAR  ................................................................................................................  1  

DAFTAR ISI  ............................................................................................................................  3 

DAFTAR TABEL………………………………………………………………………………………….          3 

BAB I PENDAHULUAN..................................................................................................  4 

A. Latar Belakang  .........................................................................................   4 

B.  Dasar Hukum  ...........................................................................................   6 

C.  Maksud dan Tujuan ...................................................................................   7 

D.  Sasaran  ...................................................................................................   8 

E.  Ruang Lingkup  .........................................................................................   8 

F.  Manfaat  ....................................................................................................   10 

BAB II  GAMBARAN UMUM ............................................................................................   12 

A.  Profil Organisasi & Sumber Daya Aparatur ................................................   12 

B.  Pengertian SKM ........................................................................................   25 

C.    Unsur SKM………………………………………………………………………...        25 

D.    Metodologi dan Tahap-Tahap Pelaksanaan SKM………………..................         26 

BAB III        HASIL SKM............................................................................................................   40 

A. Profil / Karakteristik Responden .................................................................   40 

B. Hasil Pengukuran Berdasarkan 9 Unsur Pelayanan …...............................        42 

C. Saran Perbaikan dari Responden…………………………………………...…        48 

D. Tindak Lanjut Hasil SKM………………………………………………………...        50 

BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI  ..................................................................  51 

A.  Kesimpulan  ..............................................................................................  51 

B Rekomendasi  ...........................................................................................  52 

BAB V          PENUTUP    .........................................................................................................  54 

LAMPIRAN  

A. Daftar Kuesioner Skm 

B. Pengolah Data Nilai Persepsi Responden 

C. Susunan Tim Pengukuran SKM & Jadwal Pelaksanaan SKM    

 

 



Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat

LAPORAN  SURVEY  KEPUASAN  MASYARAKAT  TAHUN  2020 Page 4 

BAB  I 
PENDAHULUAN 

A. LATAR BELAKANG

Sesuai amanat Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 

Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik pada pasal 30 dan 

pasal 31 diamanatkan bahwa dalam rangka mencapai kualitas pelayanan 

publik diperlukan penilaian atas pendapat masyarakat melalui Survey 

Kepuasan Masyarakat (SKM), yang berpedoman pada Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 

2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat.  

Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) merupakan tindakan 

pengukuran secara komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat yang 

diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh 

pelayanan dan penyelenggaraan pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan 

public baik langsung maupun tidak langsung memberikan pelayanan kepada 

masyarakat, wajib melakukan kegiatan SKM secara berkala paling kurang 1 

(satu) kali setahun dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik 

sebagai tolok ukur untuk menilai tingkat kualitas pelayanan.  Selain itu, data 

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) akan dapat menjadi bahan penilaian 

terhadap unsur pelayanan yang masih perlu perbaikan dan menjadi pendorong 

setiap unit penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas 

pelayanannya. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) yang dilaksanakan oleh 

Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat adalah data dan informasi 

tentang tingkat kepuasaan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran 

secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh 
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pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. 

Survei Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) ini bertujuan untuk mengetahui 

tingkat kinerja petugas dalam memberikan  pelayanan secara berkala sebagai 

bahan untuk menetapkan kebijakan dalam rangka peningkatan kualitas publik 

selanjutnya.  

      Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat yang termasuk dalam 

katagori  Pelayanan  Publik  menganggap  perlu  untuk  dilakukan  survey  

kepuasan masyarakat guna antisipasi terhadap  kelemahan-kelemahan yang 

dijumpai, atau belum dapat memenuhi kualitas yang diharapkan masyarakat, 

atau masih adanya berbagai keluhan mayarakat yang disampaikan yang dapat 

menimbulkan citra yang kurang baik terhadap Aparatur Pemerintah. 

Untuk itu dengan dilaksanakannya Survey Kepuasan Masyarakat 

(SKM) ini dapat dinilai kualitas kinerja pelayanan publik apakah memiliki 

implikasi yang luas dalam kepuasan masyarakat.  

Dalam era otonomi daerah sekarang ini, pelayanan public diharapkan 

lebih dekat dan memahami kebutuhan masyarakat serta lebih bersifat melayani. 

Oleh karena itu, diperlukan paradigma baru dan sikap mental yang berorientasi 

melayani, bukan dilayani. Selain itu, diperlukan pula pengetahuan dan 

keterampilan yang memadai dalam melaksanakan pelayanan itu sendiri. 

        Mengingat fungsi utama Pemerintah adalah melayani masyarakat, 

maka Pemerintah perlu terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan 

kepada masyarakat sebagai penerima pelayanan publik.  

Dalam rangka mengevaluasi kinerja pelayanan publik, Pemerintah 

telah mengeluarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey Kepuasan 
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Masyarakat. Oleh karena itu, pada tahun 2020 ini Tim Survey dan Pengolah 

Data Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Badan Penghubung Provinsi 

Kalimantan Barat telah melakukan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat 

terhadap pelayanan pada Mess di Badan Penghubung Provinsi Kalimantan 

Barat. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam upaya meningkatkan 

kualitas pelayanan diperlukan langkah strategis untuk mendorong upaya 

perbaikan pelayanan publik melalui Pengukuran Indeks Kepuasaan 

Masyarakat. 

B. DASAR HUKUM

1. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1995 tentang

Perbaikan dan Peningkatan Mutu Pelayanan Aparatur Pemerintah kepada

Masyarakat.

2. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 63/KEP/M2003

tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Kop/25/M.PAN/2/2004

tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit

Pelayanan Instansi Pemerintah

4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara

(Kep/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan

Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.

5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor

KEP/118/M.PAN/8/2004 tentang Pedoman Umum Penanganan Pengaduan

Masyarakat bagi Instansi Pemerintah

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Per/20/M.PAN/04/2006

tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik
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7. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang 

Pelayanan Publik. 

8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi Nomor 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survei Kepuasan 

Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik. 

9. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik. 

 

C. MAKSUD DAN TUJUAN KEGIATAN 

Maksud dan tujuan dari kegiatan Pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat  

adalah : Untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan 

meningkatkan kualitas penyelenggara pelayanan 

MAKSUD : 

1. Survei harus dilaksanakan secara berkelanjutan sebagai dasar peningkatan 

kualitas dan inovasi pelayanan publik serta kemungkinan replikasi inovasi 

pelayanan public. 

2. Survei dilakukan secara periodic ( triwulan, semesteran dan minimal 1 kali 

setahun ) 

3. Survei dapat dilengkapi dengan survey secara seketika setelah mendapat 

pelayanan 

4. Penyelenggara pelayanan public mempublikasikan hasil survey kepuasan 

masyarakat terhadap penyelenggaraan setiap jenis dan metodologi survey 

yang digunakan. 

5. Hasil SKM dilaporkan kepada Menteri PAN & RB melalui Gubernur 

Kalimantan Barat u.p Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Kalimantan 

Barat. 
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6. Digunakan sebagai dasar penyusunan indeks kepuasan masyarakat secara 

Nasional oleh Menteri PAN & RB. 

 

TUJUAN SURVEI UNTUK : 

1. Mengetahui kekuatan atau kelemahan dari masing-masing unit 

penyelenggara pelayanan publik. 

2. Mengukur secara berkala penyelenggaraan pelayanan yang telah 

dilaksanakan oleh unit pelayanan publik 

3. Sebagai bahan penetapan kebijakan yang perlu diambil dan langkah 

perbaikan pelayanan 

4. Sebagai umpan balik dalam memperbaiki layanan masyarakat terlibat secara 

aktif mengawasi pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan publik 

 

D. SASARAN 

1. Mendorong partisipasi masyarakat sebagai pengguna layanan dalam 

menilai kinerja penyelenggara pelayanan 

2. Mendorong penyelenggara pelayanan untuk meningkatkan kualitas 

pelayanan 

3. Mendorong penyelenggara pelayanan menjadi lebih inovatif dalam 

menyelenggarakan pelayanan public 

 

E. RUANG LINGKUP 

Ruang lingkup Survei Kepuasan Masyarakata meliputi : 

1. Persyaratan 

Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam pengurusan suatu 

jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun administrative\ 
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2. Prosedur 

Prosedur adalah tata cara pelayanan yang dibakukan bagi pemberi dan 

penerima pelayanan, termasuk pengaduan 

3. Waktu Pelayanan 

Waktu pelayanan adalah jangka waktu yang diperlukan untuk 

menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis pelayanan. 

4. Biaya /Tarif 

Biaya / Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima layanan 

dalam mengurus dan / atau memperoleh pelayanan dari penyelenggara 

yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara penyelenggara 

dan masyarakat. 

5. Produk Spesifikasi jenis Pelayanan 

Produk spesifikasi jenis pelayanan adalah hasil pelayanan yang diberikan 

dan diterima sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan. Produk 

pelayanan ini merupakan hasil dari setiap spesifikasi jenis pelayanan 

6. Kompetensi Pelaksana 

Kompetensi pelaksana adalah kemampuan yang harus dimiliki oleh 

pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, keterampilan dan pengalaman 

7. Prilaku Pelaksana 

Prilaku pelaksana adalah sikap petugas dalam memberikan pelayanan 

8. Maklumat Pelayanan 

Maklumat pelayanan adalah merupakan pernyataan kesanggupan dan 

kewajiban penyelenggara untuk melaksanakan pelayanan sesuai dengan 

standart pelayanan 

9. Penanganan Pengaduan, saran dan masukan 
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Penanganan Pengaduan, saran dan masukan, adalah tata cara 

pelaksanaan penanganan pengaduan dan tindak lanjut. 

 

F. MANFAAT 

Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat merupakan kegiatan yang sangat 

penting karena hasilnya dapat bermanfaat sebagai berikut : 

1. Diketahuinya tingkat kinerja penyelengaraan pelayanan yang telah 

dilaksanakan oleh unit pelayanan publik secara periodik dalam hal ini Badan 

Penghubung Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta. 

2. Adanya data perbandingan antara harapan dan kebutuhan dengan 

pelayanan melalui informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang 

diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas 

pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur 

penyelenggara pelayanan publik. 

3. Diketahuinya tingkat kepuasan pelayanan melalui hasil pendapat dan 

penilaian masyarakat terhadap kinerja pelayanan yang diberikan oleh 

aparatur penyelenggara pelayanan publik. 

4. Diketahui kelemahan atau kekurangan dari masing-masing unsur dalam 

penyelenggara pelayanan publik. 

5. Diketahuinya gambaran umum tentang kinerja unit pelayanan oleh 

masyarakat. 

6. Memudahkan pihak berwenang dalam mempertimbangkan guna penetapan 

kebijakan pada masa yang akan datang. 

7. Munculnya persaingan positif, antar unit penyelenggara pelayanan dalam 

upaya peningkatan kinerja pelayanan. 
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8. Sebagai sarana pengawasan bagi masyarakat terhadap kinerja pelayanan

Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta

9. Diketahuinya Indeks Kepuasan Masyarakat secara menyeluruh terhadap

hasil pelaksanaan pelayanan publik pada Badan Penghubung Provinsi

Kalimantan Barat di Jakarta.
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BAB II 
GAMBARAN UMUM 

 

A. PROFIL ORGANISASI DAN SUMBER DAYA APARATUR / OPD BADAN 
PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

       
Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat berkedudukan di Jalan Salak 

Nomor 32 Kelurahan Guntur Kecamatan Setiabudi Jakarta Selatan  merupakan 

salah satu SKPD  dilingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat yang 

terbentuk berdasarkan : 

1. Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 101 Tahun 2019 Tentang 

Perubahan Atas Peraturan Gubernur Nomor 126 Tahun 2016 Tentang 

Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan 

Penghubung Provinsi Kalimantan Barat yang  

2. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Gubernur Kalimantan Barat No.126 

Tahun 2016 disebutkan bahwa Tugas dan Fungsi serta Susunan Organisasi 

Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat ; 

3. Bahwa berdasarkan Pasal 15 Peraturan Gubernur Kalimantan Barat No. 126 

Tahun 2016 Bagian ke Tujuh Sub Bidang Pelayanan sebagaimana dimaksud 

dalam pasal 5 ayat (1) huruf e, mempunyai tugas melakukan urusan 

Protokoler dan Perjalanan Dinas terhadap Pejabat Eksekutif, Legislatif 

Daerah Provinsi dan Kabupaten /Kota serta Memfasilitasi Pendayagunaan 

MESS Daerah dan Asrama Mahasiswa Kalimantan Barat di Jakarta dan 

Daerah Lainnya ; 

4. Peraturan  Pemerintah  Nomor  38  Tahun  2007  tentang Pembagian Urusan 

Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah 

Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) ; 
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5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) ; 

6. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang 

menjadi Kewenangan Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Provinsi 

Kalimantan Barat Tahun 2008 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah 

Provinsi Kalimantan Barat No 7) ; 

7. Peraturan Daerah Provinsi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan 

Susunan Organisasi Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Lembaran 

Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8) ; 

Badan Penghubung Provinsi sesuai Peraturan Gubernur Kalimantan Barat Nomor 

126 Tahun 2016, mempunyai  Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja sebagai berikut : 

      KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI SERTA SUSUNAN ORGANISASI BADAN 

      PENGHUBUNG PROVINSI ADALAH :  

1. KEDUDUKAN BADAN PENGHUBUNG : Badan Penghubung Provinsi 

Kalimantan Barat dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan 

dibawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris 

Daerah 

2. TUGAS BADAN PENGHUBUNG : 

Badan Penghubung mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan 

kebijakan teknis kegiatan penghubung antar Pemerintah Provinsi dengan 

Instansi Pemerintah/Lembaga-Lembaga di Jakarta, mewakili pejabat di 

lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dalam mengikuti rapat 

yang tidak bersifat teknis di Jakarta, fasilitasi dan pendayagunaan asset 

Pemerintah Kalimantan Barat di Jakarta dan Daerah lainnya, penunjang 

kegiatan promosi, pengelolaan anjungan daerah, pemberian pelayanan 
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penunjang kegiatan protokoler serta melaksanakan tugas lainnya yang 

diserahkan oleh Gubernur sesuai dengan lingkup tugasnya. 

 

3. FUNGSI BADAN PENGHUBUNG :  

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, Badan 

Penghubung menyelenggarakan fungsi : 

a. Perumusan kerja dibidang penghubung. 

b. Perumusan kebijakan dibidang Penghubung 

c. Pelaksanaan kebijakan dibidang Penghubung 

d. Pengkoordinasian dibidang Penghubung 

e. Penyelenggaraan unsur penunjang urusan pemerintahan dibidang 

Penghubung sesuai peraturan perundang-undangan 

f. Pelaksanaan pemntauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas 

di bidang Penghubung 

g. Pelaksanaan administrasi Badan Penghubung 

h. Penghubung antara Pemerintah Provinsi di Jakarta dan daerah 

lainnya 

i. Pelayanan terhadap kepentingan Pemerintah Provinsi di Jakarta dan 

daerah lainnya 

j. Pembinaan masyarakat, mahasiswa Kalimantan Barat di Jakarta dan 

daerah lainnya 

k. Pengelolaan asset Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta dan daeah 

lainnya 

l. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pengelolaan asrama 

mahasiswa dan asset Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat Taman 

Mini Indonesia Indah di Jakarta dan daerah lainnya 
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m. Pengelolaan anjungan daerah Provinsi Kalimantan Barat Taman Mini 

Indonesia Indah di Jakarta dan daerah lainnya 

n. Penunjang pelaksanaan kegiatan promosi daerah yang dilaksanakan 

oleh unit kerja Provinsi, Kabupaten/Kota meliputi sosial, budaya, 

ekonomi dan pariwisata berdasarkan kebijakan Gubernur 

o. Pelayanan penunjang kegiatan protokoler dan perjalanan dinas bagi 

Pejabat Eksekutif dan Legislatif Provinsi dan Kabupaten/Kota se 

Kalimantan Barat di Jakarta dan daerah lainnya 

p. Penunjang koordinasi pelaksanaan urusan pemerintahan dan 

pembangunan dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah 

q. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan yang diberikan oleh 

Gubernur di bidang Penghubung sesuai peraturan perundang-

undangan 

4. SUSUNAN ORGANISASI 

Susunan Organisasi Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat terdiri dari : 

a. Kepala Badan 

b. Sub Bagian Tata Usaha 

c. Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga 

d. Sub Bidang Promosi Daerah 

e. Sub Bidang Pelayanan 

f. Kelompok Jabatan Fungsional 

  

5.  TUGAS DAN FUNGSI KEPALA BADAN : 

Kepala Badan mempunyai tugas : Memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, 

membina, mengarahkan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan 

kegiatan Badan di bidang Penghubung sesuai peraturan perundang-undangan. 
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Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud, Kepala Badan mempunyai 

fungsi : 

a. Penetapan program kerja dibidang Hubungan Antar Lembaga, Promosi 

Daerah serta Pelayanan. 

b. Perumusan Kebijakan di Bidang Hubungan Antar Lembaga, Promosi Daerah 

serta Pelayanan 

c. Pelaksanaan pengkoordinasian kegiatan di Bidang Penghubung Daerah 

d. Pembinaan dan Pengarahan kegiatan di Bidang Hubungan Antar Lembaga, 

Promosi Daerah serta Pelayanan 

e. Penyelenggaraan kegiatan di bidang Penghubung sesuai Peraturan 

erundang-undangan 

f. Pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Badan 

g. Pelaksanaan Evaluasi dan pelaporan terhadap penyelenggaraan kegiatan di 

bidang Hubungan Antar Lembaga, Promosi Daerah serta Pelayanan 

h. Pemberian saran dan pertimbangan kepada Gubernur berkenaan dengan 

perumusan kebijakan di bidang Penghubung Daerah 

i. Pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di idang Penghubung Daerah 

yang diberikan oleh Gubernur sesuai peraturan perundang-undangan  

 

6. TUGAS DAN FUNGSI SUB BAGIAN TATA USAHA : 

a. TUGAS 

Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang 

berada dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Sub Bagian Tata 

Usaha mempunyai tugas : Menyusun rencana kerja, administrasi 

kepegawaian, hukum, organisasi dan tatalaksana, serta pengelolaan 

keuangan, asset dan administrasi umum. 
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b. Untuk melaksanakan  tugas Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi : 

1) Penyusunan dan penyelarasan program kerja Badan serta tata usaha     

              keuangan, asset, aparatur, dan administrasi umum; 

2) Pelaksanaan tata usaha keuangan; 

3) Pelaksanaan administrasi kepegawaian, pengembangan pegawai, 

organisasi dan tatalaksana Badan, penyiapan bahan laporan tindak 

lanjut pengawasan; 

4) Pengelolaan ursan surat menyurat, kearsipan serta urusan umum 

lainnya, hukum dan kehumasan. 

5) Pelaksanaan pengadaan, penyaluran, penyimpanan serta 

pemeliharaan peralatan dan aset serta rumah tangga Badan 

6) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan program kerja Badan 

7) Pelaksanaan tugas lain di bidang tata usaha yang diserahkan oleh 

Kepala Badan 

 

7. TUGAS DAN FUNGSI SUB BIDANG HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA 

a. TUGAS 

Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga mempunyai tugas : Mengumpul, 

mengolah dan merumuskan bahan kebijakan teknis, melaksanakan fasilitasi 

hubungan antara Pemerintah Provinsi dengan Lembaga-Lembaga 

Pemerintah dan Lembaga Masyarakat serta swasta lainnya di Jakarta dan 

daerah lainnya, serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas 

dan fungsinya 

b. FUNGSI 

Untuk melaksanakan tugas Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga 

mempunyai fungsi 
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1) Penyusunan rencana kegiatan di Sub Bidang Hubungan Antar Lembaga 

2) Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis 

dibidang Hubungan Antar Lembaga 

3) Pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi dibidang Hubungan Antar 

Lembaga di Jakarta dan daerah lainnya 

4) Pelaksanaan Hubungan dengan instansi pemerintah pusat dan daerah 

lainnya serta instansi terkait lainnya di Jakrta dan daerah lainnya 

5) Pengelolaan sarana dan prasarana Hubungan Antar Lembaga 

6) Penyediaan sarana dan prasarana untuk memperlancar pelaksanaan 

tugas Eksekutif dan Legislatif pemerintah Provinsi, Kabupaten/Kota di 

Jakarta dan daerah lainnya 

7) Pengkoordinasian dan pengendalian kegiatan di bidang Hubungan 

Antar Lembaga 

8) Pelaksanaan  monitoring dan penyusunan laporan terhadap 

pelaksanaan tugas dan fungsi dibidang Hubungan Antar Lembaga 

9) Pelaksanaan tugas lain di bidang Hubungan Antar Lembaga diserahkan 

oleh Kepala Badan 

 

8. TUGAS DAN FUNGSI SUB BIDANG PROMOSI  : 

a. TUGAS 

Seksi Promosi Daerah mempunyai tugas mengumpul, mengolah dan 

merumuskan bahan kebijakan teknis dibidang Promosi yang dilaksanakan 

oleh Pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat dan daerah 

lainnya serta mengendalikan pelaksanaan kegiatan sesuai tugas dan 

fungsinya 
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b. FUNGSI 

Untuk melaksanakan tugas Sub Bidang Promosi Daerah mempunyai fungsi: 

1) Penyusunan rencana kegiatan di Sub Bidang Promosi Daerah 

2) Pengumpulan, pengolahan dan perumusan bahan kebijakan teknis di 

bidang pengembangan promosi daerah 

3) Penyiapan bahan-bahan promosi daerah 

4) Pengumpulan dan pengolahan serta penyajian data dan informasi 

sebagai bahan promosi daerah di Jakarta dan daerah lainnya 

5) Memfasilitasi kegiatan promosi daerah yang dilaksanakan oleh 

Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta 

6) Pengelolaan sarana dan prasarana promosi melalui media elektronik 

dan non elektronik 

7) Pengkoordinasian dan pengendalian kegiatan dibidang promosi daerah 

8) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas di 

bidang Promosi Daerah 

9) Pelaksanaan tugas lain di bidang Promosi Daerah yang diserahkan oleh 

Kepala Badan 

9. TUGAS DAN FUNGSI SUB BIDANG PELAYANAN : 

a. TUGAS 

Sub Bidang Pelayanan mempunyai tugas melakukan urusan Protokoler dan 

perjalanan dinas terhadap pejabat eksekutif,legislatif Daerah Provinsi dan 

Kabupaten /Kota serta memfasilitasi pendayagunaan mess daerah dan 

asrama mahasiswa Kalimantan Barat di Jakrta dan daerah lainnya 

b. FUNGSI 

Untuk melaksanakan tugasnya Sub Bidang Pelayanan mempunyai fungsi : 

1) Penyusunan program kerja disub bidang Pelayanan 
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2) Pelaksanaan pelayanan penunjang kegiatan protokoler dan perjalanan 

dinas bagi pejabat eksekutif dan legislatif Provinsi dan Kabupaten/Kota 

se Kalimantan Barat di Jakarta dan daerah lainnya 

3) Penyediaan sarana dan prasarana untuk memperlancar pelaksanaan 

tugas eksekutif dan legislatif pemerintah Provinsi Kabupaten/Kota di 

Jakarta dan daerah lainnya 

4) Pembinaan masyarakat dan mahasiswa Kalimantan Barat di Jakarta 

dan daerah lainnya 

5) Pengelolaan mess daerah dan asrama Provinsi Kalimantan Barat di 

Jakarta dan daerah lainnya. 

6) Pelaksanaan fasilitasi dan koordinasi sesuai dengan tugas dan 

fungsinya 

7) Penyusunan bahan laporan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas 

di bidang pelayanan 

8) Pelaksanaan tugas lain dibidang pelayanan yang diserahkan oleh 

Kepala Badan 

10. KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL 

a. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan 

berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai peraturan perundang-

undangan. 

b. Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugasnya secara 

administrasi bertanggungjawab kepada Kepala Badan melalui Kepala Sub 

Bagian Tata Usaha secara operasional berada dibawah dan 

bertanggungjawab kepada Kepala Sub Bidang 
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c. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil 

dalam jenjang jabatan fungsional sesuai bidang keakhlian dan keterampilan 

tertentu 

d. Jenis jabatan fungsional dan jumlah pemegang jabatan fungsional akan 

ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 

 

11. KEPEGAWAIAN 

a. Kepala Badan diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur dari Pegawai 

Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan peraturan 

perundang-undangan 

b. Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Sub Bidang dan Pegawai yang 

diangkat dalam jabatan fungsional diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang 

memenuhi persyaratan sesuai peraturan perundang-undangan 

c. Pengangkatan dalam jabatan dilingkungan Badan Penghubung Daerah 

Provinsi Kalimantan Barat memperhatikan dan mempedomani peraturan 

perundangan-undangan 

d. Dalam rangka pembinaan dan pengembangan karier pegawai, masa jabatan 

bagi pegawai negeri sipil dalam suatu jabatan disesuaikan dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan 

e. Formasi Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Badan Penghubung Provinsi 

Kalimantan Barat disusun sesuai peraturan perundang-undangan 

12. TATA KERJA DAN LAPORAN 

a. Dalam melaksanakan tugasnya, seluruh pemegang jabatan wajib 

menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sikronisasi, baik dalam 

lingkungan masing-masingmaupun antar satuan kerja yang lain sesuai tugas 

dan fungsinya. 
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b. Setiap pimpinan unit kerja dilingkunganBadan wajib melaksanakan tugas 

memimpin, membina mengawasi, mengendalikan, mengarahkan dan 

memberikan petunjuk kerja kepada bawahannya. 

c. Kepala Badan dan seluruh pejabat dilingkungan Badan Penghubung Povinsi 

wajib melaksanakan fungsi pengawasan dalam unit kerja  masing-masng 

dan mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menyelesaikan 

masalah sesuai peraturan perundang-undangan. 

        

13. LAPORAN 

a) Kepala Badan wajib menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya dan 

memberikan penjelasan kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah 

perihal kebijakan yang ditetapkan 

b) Kepala Badan wajib menyampaikan Laporan Kinerja kepada Gubernur 

melalui Sekretaris Daerah secara tepat waktu yang disusun sesuai 

ketentuan peraturan perundang-undangan 

c) Setiap pimpinan unit kerja dalam lingkungan Badan wajib mematuhi 

ketentuan yang ditetapkan dan wajib menyampaikan laporan 

pelaksanaan tugas serta memberikan  penjelasan teknis atau keterangan 

kepada atasan masing -masing sesuai tugas dan fungsinya 

d) Setiap pimpinan unit kerja wajib mengolah laporan yang diterimadari 

bawahan dan menggunakannya sebagai bahan evaluasi dan laporan 

dalam memberikan saran pertimbangan kepada Kepala Badan melalui 

Kepala Sub Bagian Tata Usaha guna dijadikan sebagai bahan 

perumusan kebijakan. 

Selanjutnya untuk sumber daya aparatur yang bertugas pada Badan Penghubung 

Provinsi Kalimantan  Barat  di  Jakarta  per  31 Desember 2020 sebanyak 31 orang 
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yang  dapat   diklasifikasikan   berdasarkan   pangkat  /  golongan,   jabatan  dan  

pendidikan. 

Untuk lebih jelas tentang  gambaran umum OPD Badan Penghubung Provinsi 

Kalimantan Barat pada tahun anggaran 2020 dapat diklasifikasikan berdasarkan : 

 

1. PROFIL PERSONIL BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN 
BARAT 
 
Sumber daya aparatur yang bertugas pada Badan Penghubung Provinsi 

Kalimantan  Barat  di  Jakarta  per  31 Desember 2020 sebanyak 31 orang yang  

dapat   diklasifikasikan   berdasarkan   pangkat  /  golongan,   jabatan  dan  

pendidikan sebagai berikut : 

TABEL 1 
KOMPOSISI PNS BERDASARKAN KEPANGKATAN 

 
NO. 

 
URAIAN 

POSISI PER 
31 DESEMBER 2020 

1 2 3 

1. Golongan   IV /b 1 orang 

2. Golongan   IV /a 2 orang 

3. Golongan  III/d  4 orang 

4. Golongan  III/c  1 orang 

5. Golongan  III/b 7 orang 

6. Golongan  III/a 4 orang 

7. Golongan  II/d 1 orang 

8. Golongan  II/b 5 orang 

9. Golongan  II/a 2 orang 

10. Golongan  I/d 1 orang 

JUMLAH 31 orang 
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TABEL 2 
KOMPOSISI PNS BERDASARKAN ESELON 

 

NO. URAIAN 
POSISI PER 

31 DESEMBER 2020 
1. Pejabat Struktural  

Eselon III 
Eselon IV 

 
1 orang 
4 orang 

2. Staf 26 orang 
JUMLAH 31 orang 

 
TABEL 3 

KOMPOSISI PNS BERDASARKAN PENDIDIKAN 
 

 
NO 

 
URAIAN 

POSISI PER 
31 DESEMBER 2020 

1 2 3 
1. S3 - 
2. S2 2 orang 
3. S1 9 orang 
4. D4 - 
5. Sarmud / D3 7 orang 
6. SLTA 9 orang 
7. SLTP 1 orang 
8. SD 1 orang 

JUMLAH 31 orang 
 

B. PENGERTIAN SKM 

Sesuai Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasaan Masyarakat (IKM) 

terdapat beberapa pengertian yang perlu dljelaskan yaitu : 

1. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah Data informasi tentang tingkat 

kepuasaan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara 

kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh 

pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan 

membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.  
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2. Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) adalah tindakan pengukuran secara 

komprehensif tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari 

hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan 

dan penyelenggara pelayanan publik. 

 

C. UNSUR SKM 

a. Maksud dan tujuan Survey Kepuasan Masyarakat 

b. Sasaran Survey Kepuasan Masyarakat 

c. Ruang lingkup Survey Kepuasan Masyarakat 

d. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat 

a. Menyusun Instrumen 

b. Penentuan besaran dan teknik penarikan sampel 

c. Menentukan Responden 

d. Melaksanakan survey 

e. Mengolah hasil survey 

f. Menyajikan dan melaporkan hasil survey 

g. Teknik Survey Kepuasan Masyarakat 

h. Hasil Survey Kepuasan Masyarakat 

e. Teknik Survey Kepuasan Masyarakat 

f. Langkah-langkah pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat 

 

D. METODOLOGI DAN TAHAP-TAHAP PELAKSANAAN SKM 

Pelaksanaan kegiatan pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat yang 

dilaksanakan oleh  Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat  berlangsung 

pada bulan Januari s.d November Tahun 2020 terhadap  pelanggan Mess 

Daerah Kalimantan Barat di Jakarta dengan mengedarkan 100 (Seratus) 
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kuesioner meliputi : 09 unsur Pelayanan yang harus diukur dengan jumlah 

responden 100 orang. Kegiatan dilaksanakan dengan tahap-tahap pelaksanaan 

sebagai berikut : 

 

TAHAPAN KEGIATAN SURVEY / LANGKAH PENYUSUNAN INDEKS 
KEPUASAN MASYARAKAT /SKM 
 

 
 

 

 

 

Gambar 1. Tahapan 

Survey 

 

 

Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat terhadap penyelenggaraa 

pelayanan public pada mess daerah Kalimantan Barat dilaksanakan melalui 

tahapan perencanaan, persiapan, pelaksanaan, pengolahan dan penyajian 

hasil survey, yang mencakup langkah-langkah sebagai berikut :  

a. Menyusun instrument survey 

b. Menentukan besaran dan teknik penarikan sample 

c. Menentukan responden 

d. Melaksanakan survey 

e. Mengolah hasil survey 

f. Menyajikan dan melaporkan hasil 

Tahapan penyelenggaraan survey kepuasan masyarakat terhadap 

penyelenggaraan pelayanan public ini didasarkan pada metode dan teknik 

PERSIAPAN  
 

  

PENGUMPULAN DATA  
 

  

PENGOLAHAN DATA  
 

  

PENYUSUNAN LAPORAN  
 

  

SISTEMATIKA  LAPORAN  
HASIL SURVEY 
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yang dapat dipertanggungjawaban.Untuk melakukan survey dapat 

menggunakan teknik survey antara lain : 

A. PERSIAPAN  

1. Penetapan Pelaksana terdiri dari  :  

Penanggung Jawab, Ketua, Sekretaris dan anggota sebanyak 3 orang 

2. Penyiapan bahan 

a. Kuesioner 

Dalam penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 

digunakan kuesioner sebagai alat bantu pengumpulan data 

kepuasan masyarakat penerima pelayanan. Kuesioner disusun 

berdasarkan tujuan survey terhadap tingkat kepuasan masyarakat. 

Bentuk kuesioner sebagaimana terlampir. 

b. Bagian dari Kuesioner 

Kuesioner dibagi atas 3 (tiga) bagian, yaitu : 

  Bagian I  : Identitas responden meliputi usia, jenis kelamin, 

pendidikan dan pekerjaan, bertujuan untuk 

menganalisis profil responden dalam penilaiannya 

terhadap unit pelayanan instansi pemerintah. 

Bagian II : Identitas pencacah, berisi data pencacah (apabila    

kuesioner diisi oleh masyarakat, bagian ini tidak diisi) 

Bagian III : Mutu pelayanan publik adalah pendapat penerima 

pelayanan yang memuat kesimpulan atau pendapat 

responden terhadap unsur-unsur pelayanan yang 

dinilai. 
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3. Model Perhitungan Dan Pengolahan Data Skm 

1. Nilai Persepsi Jawaban Kuesioner 

Bentuk jawaban pertanyaan dari setiap unsur pelayanan secara umum 

mencerminkan tingkat kualitas pelayanan, yaitu dari yang sangat baik sampai 

dengan tidak baik. Untuk kategori Tidak baik  diberi nilai persepsi 1, Kurang 

baik diberi nilai persepsi 2, Baik diberi nilai persepsi 3, Sangat baik diberi nilai 

persepsi 4.  

Penilaian terhadap unsur prosedur pelayanan, bila : 

a. Diberi nilai 1 (tidak mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan 

tidak sederhana, alurnya / tahapannya tidak mudah untuk memperoleh 

layanan sehingga prosesnya tidak efektif. 

b. Diberi nilai 2 (kurang mudah) apabila pelaksanaan prosedur   pelayanan 

masih belum mudah, sehingga prosesnya belum efektif. 

c. Diberi nilai 3 (mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan dirasa  

mudah, sederhana, tidak berbelit-belit tetapi masih perlu diefektifkan. 

d. Diberi nilai 4 (sangat mudah) apabila pelaksanaan prosedur pelayanan 

dirasa sangat mudah, sangat sederhana, sehingga prosesnya mudah dan 

efektif.  

 

2.  Penentuan Jumlah Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data 

a. Jumlah Responden 

Responden dipilih secara acak yang ditentukan sesuai dengan cakupan 

wilayah unit pelayanan / Badan Penghubung Provinsi kalimantan Barat di 

Jakarta. Untuk memenuhi akurasi hasil penyusunan indeks, responden 

terpilih ditetapkan minimal 100 orang dari jumlah populasi penerimaan 

layanan, dengan dasar (Jumlah unsur + 1) x 10 = Jumlah responden (9 + 

1) x 10 = 100 Responden 



Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat 
 

LAPORAN  SURVEY  KEPUASAN  MASYARAKAT  TAHUN  2020 Page 29 
 

  
( JUMLAH UNSUR  +  1 )   X  10  =  JUMLAH RESPONDEN 

        ( 9 + 1 )  X  10                                =   100 RESPONDEN 
 

    b.   Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data 

          Pengumpulan data dilakukan di : 

Badan / Mess Penghubung Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta. 

Kriteria untuk responden Indeks Kepuasan Masyarakat adalah para 

pengguna layanan pada Mess Daerah Kalimantan Barat.  Penguna 

layanan didefinisikan sebagai orang yang sedang atau pernah (paling 

lama dua bulan terakhir) mendapat pelayanan pada Mess Badan 

Penghubung Kalimantan Barat di Jakarta. 

3. Penyusunan Jadwal 

      Penyusunan indeks kepuasan masyarakat diperkirakan memerlukan waktu 

selama 1 (satu) bulan, dengan perincian sebagai berikut : 

a. Persiapan, 6 hari kerja 

b. Pelaksanaan pengumpulan data, 6 hari kerja (Untuk Badan Penghubung 

Provinsi Kalimantan Barat pelaksanaan pengumpulan data selama 1 

tahun) 

c. Pengolahan data indeks, 6 hari kerja 

d. Penyusunan dan pelaporan hasil, 6 Hari Kerja 

B. PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA 

Pengumpulan data lapangan dilakukan melalui survey kepada masyarakat 

yang menjadi pelanggan dari Mess Badan Penghubung Provinsi Kalimantan 

Barat di Jakarta, dengan jumlah responden adalah 100 (seratus) orang.  

Kegiatan pengumpulan data telah dilaksanakan dalam periode minggu pertama 
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bulan Januari 2020  sampai dengan minggu pertama bulan November 2020 

dalam dua tahapan yaitu : 

1. Pengumpulan data : 

Pengumpulan data perolehan secara akurat dan obyektif sesuai 9 unsur 

pelayanan yang telah ditetapkan. 

2. Pengisian kuesioner : 

Pengisian kuesioner pada Mess Badan Penghubung Provinsi Kalimantan 

Barat di Jakarta dilakukan sendiri oleh penerima layanan dan hasilnya 

dikumpulkan ditempat yang telah disediakan setelah mendapat himbauan 

dari pihak mess dengan pengawasan dari petugas survey untuk 

menghindari penerima layanan kurang aktif.  

  

C.  PENGOLAHAN  DATA 

1. Metode Pengolahan Data 

      Survey Indeks Kepuasan Masyarakat dapat dilakukan dengan menyesuaikan 

kondisi spesifik Badan/Mess Pengubung Provinsi Kalimantan Barat sebagai 

unit pelayanan publik bersangkutan, selanjutnya dapat diolah metode 

pengolahan data dengan menggunakan : 

a. Perhitungan Nilai Rata-Rata Tertimbang (NRR)  

Nilai SKM dihitung dengan menggunakan “Nilai rata-rata tertimbang” 

(NRR) masing-masing unsur pelayanan. Dalam penghitungan indeks 

kepuasan masyarakat terhadap 9 unsur pelayanan yang dikaji, setiap 

unsur pelayanan memiliki penimbang yang sama dengan rumus  yaitu 

bobot nilai rata-rata tertimbang = jumlah bobot dibagi jumlah unsure yaitu 

1/9 = 0,111. Seperti berikut : 
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Nilai Rata-Rata (NRR)Tertimbang  =  Jumlah bobot    =   1      =  0.111 
                                                            Jumlah Unsur         9 

 

b. Perhitungan Nilai Hasil SKM 

Untuk memperoleh nilai hasil SKM berupa Indeks Kepuasan 

Masyarakat (IKM) pada Badan Penghubung Provinsi Kalimantan 

Barat digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus 

yaitu total nilai persepsi per unsure dibagi total unsure yang terisi dikali 

nilai penimbang atau IKM = Total nilai persepsi per unsure / total 

unsure yang terisi x nilai rata-rata tertimbang sebagai berikut : 

 
IKM = Total dari nilai persepsi per unsur        x    nilai rata-rata tertimbang 
                    Total unsur yang terisi 

 

Untuk memudahkan interpretasi terhadap penilaian IKM antara 25-100 

maka hasil penilaian tersebut dikonversikan dengan nilai dasar 25, 

dengan rumus sebagai berikut : 

 

c. Kategori Nilai Hasil SKM dalam Bentuk Mutu Pelayanan 

Hasil SKM dalam bentuk nilai IKM yang disajikan dalam bentuk mutu 

pelayanan dan kinerja unit pelayanan dengan katagori sebagai berikut : 

D. Sangat Baik (A) :  Nilai 81,26 – 100 

E. Baik (B)  :  Nilai 62,51 – 81,25 

F. Kurang Baik  (C) :  Nilai 43,76 – 62,50 

G. Tidak Baik (D)  :  Nilai 25,00 – 43,75  

Tabel Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan 

dan Kinerja Unit Pelayanan / Badan Penghubung Provinsi Kalimantan 

Barat di Jakarta sebagai berikut : 

 

 

IKM Unit Pelayanan x 25 
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NILAI 

PERSEPSI 

 
NILAI 

INTERVAL 
IKM 

 
NILAI 

INTERVAL 
KONVERSI IKM 

 
MUTU 

PELAYANAN 

 
KINERJA UNIT 
PELAYANAN 

 
1 

 
1.00 – 1.75 

 
25 – 43.75 

 
D 

 
Tidak baik 

 
2 

 
1.76 – 2.50 

 
43.76 – 
62.50 

 
C 

 
Kurang baik 

 
3 

 
2.51 – 3.25 

 
62.51 – 
81.25 

 
B 

 
Baik 

 
4 

 
3.26 – 4.00 

 
81.26 – 100.00 

 
A 

 
Sangat baik 

 

2. Perangkat Pengolahan 

a. Pengolahan dengan komputer 

b. Pengolahan secara manual 

1) Data isian kuesioner dari setiap responden dimasukkan kedalam 

formulir mulai dari unsur I (U1) sampai dengan unsur 9 (U9). 

2) Langkah selanjutnya untuk mendapatkan nilai rata-rata perunsur 

pelayanan dan nilai indeks unit pelayanan adalah sebagai berikut : 

a) Nilai rata-rata per unsur pelayanan : 

Nilai masing-masing unsur pelayanan dijumlahkan (kebawah) 

sesuai dengan jumlah kuesioner yang diisi oleh responden, 

kemudian untuk mendapatkan nilai rata-rata per unsur pelayanan, 

jumlah nilai masing-masing unsur pelayanan dibagi dengan jumlah 

responden yang mengisi. Sedangkan untuk mendapatkan nilai 

rata-rata tertimbang per unsur pelayanan adalah jumlah nilai rata-

rata per unsur pelayanan dikalikan dengan 0,111 sebagai nilai 

bobot rata-rata tertimbang. 

 

            b)   Nilai Indeks Pelayanan : 
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                  Untuk mendapatkan nilai indeks unit pelayanan, dengan cara 

menjumlahkan 9 unsur dari nilai rata-rata tertimbang 

 

3) Pengujian Kualitas Data 

Data pendapat masyarakat yang telah dimasukan dalam, masing-

masing kuesioner, disusun dengan mengkompilasikan data 

responden yang dihimpun berdasarkan kelompok umur, jenis kelamin, 

pendidikan terakhir dan pekerjaan utama, informasi ini dapat 

digunakan untuk mengetahui profil responden dan kecenderungan 

jawaban yang diberikan, sebagai bahan analisis obyektivitas. 

 

14. LAPORAN HASIL PENYUSUNAN INDEKS 

Hasil akhir kegiatan penyusunan indeks kepuasana masyarakat, jumlah nilai dari 

Badan Penghubung provinsi kalimantan Barat, disusun dengan materi utama 

sebagai berikut : 

1. Indeks per unsur pelayanan 

Berdasarkan hasil penghitungan indeks kepuasan masyarakat, jumlah nilai 

dari setiap unit pelayanan diperoleh dari jumlah nilai rata-rata setiap unsur 

pelayanan. Sedangkan nilai indeks komposit (gabungan) untuk setiap unit 

pelayanan merupakan jumlah nilai rata-rata dari setiap unsure pelayanan 

dikalikan dengan penimbang yang sama, yaitu 0,111. Selanjutnya laporan 

Survei indeks kepuasan masyarakat dapat diaplikasikan sesuai kegiatan 

survey yang dilaksanakan oleh Badan Penghubung Provinsi Kalimantan 

Barat, sebagai berikut : 

1. Lembar Kuesioner yang akan dibagikan kepada 100 Responden. 

Lembar kuesioner yang dibagikan kepada 100 Responden dari bulan 

Januari sampai dengan bulan November 2020 yang terdiri dari lembar 
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himbauan untuk pengisian kuesioner SKM, Data Responden, Pendapat 

Responden tentang Pelayanan serta Saran Perbaikan dari responden. 

Seperti yang tercantum berikut ini : 

LEMBAR KUESIONER SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT 
 

 

 
 

 
 

PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT 
( BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN BARAT ) 

SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PENYELENGGARAAN 
PELAYANAN PUBLIK 

 
Bapak/Ibu/Saudara/i yang kami hormati,  
 
Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sangat membutuhkan informasi mengenai 
kualitas pelayanan publik yang dilakukan oleh unit pelayanan publik instansi 
pemerintah.  
 
Untuk itu Pemprov Kalbar berupaya menyajikan INDEKS KEPUASAN 
MASYARAKAT secara rutin, yang diharapkan mampu memberikan gambaran 
mengenai kualitas pelayanan di instansi pemerintah kepada masyarakat melalui 
SURVEI KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PENYELENGGARAAN 
PELAYANAN PUBLIK. 
 
Survei ini menanyakan pendapat masyarakat, mengenai pengalaman dalam 
memperoleh Pelayanan Publik di instansi pemerintah. 
 
Pertanyaan sengaja dibuat sesederhana mungkin sehingga mudah dipahami dan 
tidak terlalu menyita waktu Bapak/Ibu/Saudara/i yang sangat berharga.  
 
Pendapat Bapak/Ibu/Saudara akan sangat membantu keberhasilan survei ini 
sebagai dasar penyusunan indeks kepuasan masyarakat dalam upaya 
peningkatan kualitas mutu pelayanan di instansi pemerintah kepada masyarakat. 
Jawaban hanya dipergunakan untuk kepentingan survei. 
 
Atas perhatian, partisipasi dan kerjasamanya, disampaikan terima kasih. 
                                                                                         
                                                                                Jakarta ,                        2020 

Tim Survei 
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PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN BARAT 
( BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN BARAT ) 

SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT TERHADAP PENYELENGGARAAN 
PELAYANAN PUBLIK 

BIDANG : PEMERINTAHAN 
UNIT PELAYANAN : BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN BARAT 
ALAMAT  : Jl. Salak No.32 Kel. Guntur Kec. Setiabudi Jakarta 12980 
TELEPON / FAX : 8354284, 8319083 / 8319082 

PERHATIAN 
1. Tujuan survey ini adalah untuk memperoleh gambaran secara obyektif

mengenai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.
2. Nilai yang diberikan oleh masyarakat diharapkan sebagai nilai yang dapat

dipertanggungjawabkan.
3. Hasil survey ini akan digunakan untuk bahan penyusunan indeks kepuasan

masyarakat terhadap pelayanan publik yang sangat bermanfaat bagi pemerintah
maupun masyarakat.

4. Keterangan nilai yang diberikan bersifat terbuka dan tidak dirahasiakan.
5. Survey ini tidak ada hubungannya dengan pajak ataupun politik.

I. DATA MASYARAKAT / RESPONDEN
( Lingkari kode angka sesuai jawaban masyarakat / responden ) 

Diisi oleh Petugas II. Pengumpul
data

Nomor Responden ................................. Nama : 

NIP : 

Data lain : 

Umur .................  Tahun 

Jenis Kelamin 1. Laki – Laki 2. Perempuan

Pendidikan 

1. SD / MI kebawah

2. SMP / MTs /

sederajat

3. SMA / SMK / MA /

sederajat

4. D1 – D3 – D4

5. S-1

6. S-2 / S-3

Pekerjaan Utama 

1. PNS / TNI / POLRI

2. Pegawai Instansi

Pemerintah

3. Pegawai BUMN /

BUMD

4. Pegawai Swasta

5. Wiraswasta /

Wirausaha

6. Petani / rumah

tangga

7. Pelajar /

Mahasiswa

8. Lainnya

III. PENDAPAT MASYARAKAT / RESPONDEN TENTANG PELAYANAN
(Lingkari/centang kode huruf / angka sesuai jawaban masyarakat/responden)

Baik Sekali Baik Cukup / Sedang Buruk 
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Secara umum  /  
keseluruhan, menurut 

anda bagaimana proses 
pelayanan yang diberikan 
oleh unit pelayanan ini ? 

    

 
1. Bagaimana pendapat Anda tentang 

kesesuaian persyaratan pelayanan dengan 
jenis pelayanan ? 
a. Tidak sesuai   
b. Kurang sesuai   
c. Sesuai   

      d.   Sangat sesuai 

P*) 
 
 
 
1 
2 
3 
4 

6.  Bagaimana pendapat Anda tentang 
kompetensi /  kemampuan petugas dalam 
memberikan pelayanan?  
a.  Tidak kompeten / tidak mampu 
b.  Kurang kompeten / kurang mampu  
c.  Kompeten / mampu 

      d.  Sangat kompeten / sangat mampu 

1 
2 
3 
4 

 
2. Bagaimana pemahaman Anda tentang 

kemudahan prosedur pelayanan di unit 
pelayanan ini ?  
a. Tidak mudah   
b. Kurang mudah  
c. Mudah   

      d.   Sangat mudah 

 
 
 
 

 
1 
2 
3 
4 

 
7.  Bagamana pendapat Anda terhadap perilaku 

terkait kesopanan dan keramahan petugas 
dalam  memberikan pelayanan ?  
a. Tidak sopan dan tidak ramah 
b. Kurang sopan dan kurang ramah 
c. Sopan dan ramah 
d. Sangat sopan dan ramah 

1 
2 
3 
4 

 
3. Bagaimana pendapat Anda tentang 

ketepatan waktu pelayanan apakah sesuai 
waktu yang ditentukan ?  
a. Selalu tidak tepat 
b. Kadang-kadang  

 c. Tepat Waktu   
  d.   Sangat tepat 

1 
2 
3 
4 

 
8.  Bagaimana pendapat Anda terhadap 

tersedianya Maklumat Pelayanan dan 
bagaimana penerapannya ? 
a.   Tidak ada / tidak melihat   
b.   Ada tetapi tidak diterapkan   
c.    Diterapkan tetapi kurang maksimal 
d.   Diterapkan sepenuhnya dengan sangat baik 

1 
2 
3 
4 

 
4. Bagaimana pendapat Anda tentang 

kesesuaian antara biaya yang dibayarkan 
dengan biaya yang telah ditentukan ?  
a. Selalu tidak sesuai 
b. Kadang-kadang sesuai  
c. Sesuai / relatif murah 

  d.   Selalu sesuai / tanpa biaya  

1 
2 
3 
4 

 
9. Bagaimana pendapat anda tentang penanganan  

pengaduan, saran dan masukan dari 
pengguna layanan ?  
a.  Tidak ada    
b.  Ada tetapi tidak berfungsi   
c.  Berfungsi kurang maksimal, lambat ditindaklanjuti 
d.   Dikelola dengan baik, cepat ditindaklanjuti 

1 
2 
3 
4 

 
5. Bagaimana pendapat Anda tentang 

kesesuaian  produk pelayanan antara yang 
tercantum dalam standar pelayanan dengan 
yang diberikan ? 
a. Tidak sesuai   
b. Kurang sesuai  
c. Sesuai   

      d.   Sangat sesuai 

1 
2 
3 
4 

 
IV. Saran perbaikan :  
 
 
2. Lembar Pengolahan Data Survey Kepuasan Masyarakat 

Berdasarkan pengisian kuesioner oleh responden selanjutnya diolah data dan 

hasilnya adalah :  

PENGOLAHAN DATA SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT  
 

  

NILAI PER UNSUR PELAYANAN 

*) Keterangan : P = Nilai persepsi/pendapat masyarakat / 
responden (diisi oleh petugas) 
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NO URUT 
RESPONDEN 

 
U 1 

 
U 2 

 
U 3 

 
U 4 

 
U 5 

 
U 6 

 
U 7 

 
U 8 

 
U 9 

1.          

2.          
3.          

4.          
5.          

6.          
7.          

8.          
9.          

10.          
11.          

12.          
13.          

14.          
15.          

16.          
17.          

18.          
19.          

20.          
21.          

22.          
23.          

24.          
25. dst          

 

Jlh nilai per 
unsur 

 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

0 
 

NRR per unsur  
 

###### 
 

##### 
 

##### 
 

##### 
 

##### 
 

##### 
 

##### 
 

##### 
 

##### 
 

NRR tertimbang 
per unsur  

 
###### 

 
##### 

 
##### 

 
##### 

 
##### 

 
##### 

 
##### 

 
##### 

 
##### 

*) 
#DIV/0! 
 

 
IKM UNIT 

PELAYANAN 
 

 
 

**) 
#DIV/0! 

 

 
 
KETERANGAN :                                      
a. U 1 s.d  U 9            = Unsur Pelayanan                                                        

b. NRR                       =  Nilai Rata-rata 

c. IKM              =   Indeks Kepuasan Masyarakat 

d. *)                          =  Jumlah NRR IKM Tertimbang                              

e. **)               =  Jumlah NRR Tertimbang  x 25     
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f. NRR Per unsur      = Jumlah nilai perunsur dibagi jumlah kuesioner yang terisi 

g. NRR Tertimbang    = NRR per unsur x 0,111   

Per unsur   
 

 
NO 

 
UNSUR PELAYANAN 

 
NILAI RATA-RATA 

U1 Persyaratan #DIV/0! 
02 Prosedur #DIV/0! 
03 Waktu Pelayanan #DIV/0! 
U4 Biaya / Tarif #DIV/0! 
U5 Produk Layanan #DIV/0! 
U6 Kompetensi Pelaksana #DIV/0! 
U7 Prilaku Pelaksana #DIV/0! 
U8 Maklumat Pelayanan #DIV/0! 
U9 Penanganan Pengaduan #DIV/0! 

 
 

IKM UNIT PELAYANAN :  0,00 
 

Mutu Pelayanan : 

A (Sangat Baik) : 81,26 – 100,00 

B (Baik)  : 62,51 – 81,25 

C (Kurang Baik) : 43,76 – 62,50 

D (Tidak Baik)  : 25,00 – 43,75 
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BAB III 

HASIL SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) 

 

Dari keseluruhan kuesioner (9 kuesioner) dengan jumlah responden 100 orang dapat 

terisi dengan baik sehingga dapat diolah dan dianalisis lebih lanjut. Dari hasil 

pengolahan terhadap kuesioner yang telah terisi tersebut, diperoleh hasil sebagai 

berikut : 

A. PROFIL / KARAKTERISTIK RESPONDEN 

Responden pada Mess dan Anjungan Taman Mini Indonesia Indah Badan 

penghubung Provinsi  Kalimantan Barat diambi sebanyak 100 orang secara 

acak dan Profil / Karakteristik Responden digolongkan pada Umur, jenis 

kelamin, pendidikan dan pekerjaan utama sebagai berikut :  

PROFIL RESPONDEN 

 
NOMOR 

RESPONDEN 

 
UMUR   

 
JENIS 

KELAMIN 

 
PENDIDIKAN 

 
PEKERJAAN 

UTAMA 
1.  42 P S2 LAINNYA 
2.  41 L SMA SWASTA 
3.  50 L SMP PNS 
4.  48 L SMP SWASTA 
5.  40 P S1 PNS 
6.  52 L S1 PNS 
7.  15 P SMA PELAJAR 
8.  30 L S1 LAINNYA 
9.  20 L D3 MAHASISWA 
10.  55 P S1 WIRASWASTA 
11.  38 P D3 LAINNYA 
12.  46 L S1 SWASTA 
13.  38 L S1 SWASTA 
14.  22 P D3 SWASTA 
15.  20 P D3 SWASTA 
16.  24 P D3 SWASTA 
17.  27 L S2 SWASTA 
18.  27 L S1 SWASTA 
19.  22 P D3 MAHASISWA 
20.  21 P D3 SWASTA 
21.  30 P SMP WIRASWASTA 
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22. 38 P D3 WIRASWASTA 
23. 20 L SMA MAHASISWA 
24. 22 L S1 MAHASISWA 
25. 48 P SMP WIRASWASTA 
26. 10 P SD PELAJAR 
27. 16 P SMA PELAJAR 
28. 12 P SD PELAJAR 
29. 21 L S1 MAHASISWA 
30. 19 L S1 MAHASISWA 
31. 10 P SD PELAJAR 
32. 11 P SD PELAJAR 
33. 15 P SMP LAINNYA 
34. 40 P SMK LAINNYA 
35. 30 P SMP LAINNYA 
36. 42 P SMK LAINNYA 
37. 30 P SMA LAINNYA 
38. 49 P D3 SWASTA 
39. 22 L D3 MAHASISWA 
40. 36 P SMA LAINNYA 
41. 47 L SMA WIRASWASTA 
42. 42 L SMP SWASTA 
43. 47 P SMP SWASTA 
44. 20 P S1 MAHASISWA 
45. 21 L SMA MAHASISWA 
46. 20 L SMA MAHASISWA 
47. 09 P SD PELAJAR 
48. 10 P SD PELAJAR 
49. 42 L D3 WIRASWASTA 
50. 10 P SD PELAJAR 
51. 22 L D3 WIRASWASTA 
52. 27 L D3 SWASTA 
53. 08 P SD PELAJAR 
54. 09 P SD PELAJAR 
55. 07 P SD PELAJAR 
56. 11 L SD PELAJAR 
57. 09 P SD PELAJAR 
58. 37 P SMP SWASTA 
59. 12 P SMP PELAJAR 
60. 24 P S1 MAHASISWA 
61. 27 P S2 SWASTA 
62. 36 L D3 PNS 
63. 36 P SMA LAINNYA 
64. 42 P S1 SWASTA 
65. 40 P D3 PNS 
66. 39 L S1 WIRASWASTA 
67. 38 P D3 PNS 
68. 45 L SMK TNI 
69. 43 L SMA SWASTA 
70. 35 P S1 SWASTA 
71. 29 P SMA SWASTA 
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72.  18 P D3 MAHASISWA 
73.  19 P SMA PELAJAR 
74.  17 L SMA PELAJAR 
75.  20 L D3 MAHASISWA 
76.  25 P D3 MAHASISWA 
77.  41 L S1 PNS 
78.  28 P SMK SWASTA 
79.  38 P D3 SWASTA 
80.  27 P SMK SWASTA 
81.  37 P D3 WIRASWASTA 
82.  48 L D3 WIRASWASTA 
83.  40 P D3 SWASTA 
84.  28 P SMA SWASTA 
85.  24 P D3 MAHASISWA 
86.  36 L SMA SWASTA 
87.  24 P D3 MAHASISWA 
88.  30 L SMK WIRASWASTA 
89.  40 L SMA PNS 
90.  37 P SMK SWASTA 
91.  37 P D3 SWASTA 
92.  37 L SMA SWASTA 
93.  43 L D3 TNI 
94.  37 P SMA LAINNYA 
95.  29 L S1 MAHASISWA 
96.  26 P D3 MAHASISWA 
97.  43 P SMA LAINNYA 
98.  44 P SMA LAINNYA 
99.  27 L SMA SWASTA 

100.  27 L SMA SWASTA 
 

REKAPITULASI PROFIL / KARAKTERISTIK RESPONDEN 

 
N
O 

 
KLP 

UMUR 

 
JENIS 

KELAMIN 

 
PENDIDIKAN 

 
PEKERJAAN UTAMA 

 
JLH 

 
L P 

 
 

SLTA D3/D4 S1 S2 S3 PNS SWASTA LAINNYA 

1 20-30 3 1 - - 4 - - 3 1 - 4 
2 31-40 17 20 - - 33 4 - 33 4 - 37 
3 41-50 16 25 - - 39 2 - 37 4 - 41 
4 51-60 9 9 - - 11 7 - 16 2 - 18 

JUMLAH 45 55 - - 87 13 - 89 11 - 100 

 

B. HASIL PENGUKURAN BERDASARKAN 9 UNSUR PELAYANAN 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor : 16 Tahun 2014 dan sesuai amanat Peraturan 

Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 8 Tahun 2015 tentang 
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Penyelenggaraan Pelayananan Publik melalui Survey Kepuasan Masyarakat 

yang memuat  9 unsur pelayanan yang harus diukur, yaitu : 

1. Persyaratan 

2. Prosedur 

3. Waktu Pelayanan 

4. Biaya / Tarif  

5. Produk Layanan 

6. Kompetensi pelaksana 

7. Prilaku Pelaksana 

8. Maklumat Pelayanan 

9. Penanganan Pengaduan 

 

Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas 9 unsur pelayanan tersebut diperoleh 

hasil skor  Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) : 75.45  dengan angka Indeks 

sebesar  75,45  maka kinerja unit pelayanan / Badan Penghubung Provinsi 

Kalimantan Barat saat ini berada dalam mutu pelayanan B dengan kategori BAIK, 

karena berada dalam nilai interval konversi Indeks Kepuasan Masyarakat  antara :  

62.50 – 81.25. 

Berdasarkan pengisian kuesioner oleh responden selanjutnya diolah data dan 

hasilnya Sebagai berikut  :  

NO UNSUR PELAYANAN NILAI RATA-RATA 
U1 Persyaratan 3.000 
U2 Prosedur 3.000 
U3 Waktu Perlayanan 3.000 
U4 Biaya / Tarif 3.000 
U5 Produk Layanan 3.190 
U6 Kompetensi Pelaksana 3.000 
U7 Prilaku Pelaksana 3.000 
U8 Maklumat Pelayanan 3.000 
U9 Penanganan Pengaduan 3.000 

 
Dapat dilihat dari tabel berikut : 

PENGOLAHAN DATA SURVEY  KEPUASAN MASYARAKAT PER RESPONDEN  
DAN PER UNSUR PELAYANAN 

 
UNIT PELAYANAN :   BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN BARAT 
ALAMAT  :   JL. SALAK NO.32 JAKARTA SELATAN 12980  
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  TELP.(021)-8354284,8319083 FAX. (021)-8319082 

NO URUT 
RESPONDEN 

NILAI PER UNSUR PELAYANAN 

U 1 U 2 U 3 U 4 U 5 U 6 U 7 U 8 U 9 

1. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

3. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

5. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
6. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

7. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
8. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

9. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
10. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

11. 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
12. 3 3 3 3 4 3 3 3 3 

13. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
14. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

15. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
16. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

17. 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
18. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

19. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
20. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

21. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
22. 3 3 3 3 4 3 3 3 3 

23. 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
24. 3 3 3 3 4 3 3 3 3 

25. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
26. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

27. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
28. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
29. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

30. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
31. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

32. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
33. 3 3 3 3 4 3 3 3 3 

34. 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
35. 3 3 3 3 4 3 3 3 3 

36. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
37. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

38. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
39. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

40. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
41. 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
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42. 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
43. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

44. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
45. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

46. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
47. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

48. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
49. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

50. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
51. 3 3 3 2 3 3 3 3 4 

52. 3 3 4 3 3 3 3 3 4 
53. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

54. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
55. 4 4 4 3 4 4 3 4 4 

56. 4 4 4 3 4 4 4 4 3 
57. 4 4 4 3 3 4 4 4 3 

58. 4 4 2 3 3 4 4 4 4 
59. 4 4 2 3 4 4 4 4 4 

60. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
61. 3 3 3 3 3 3 3 3 4 

62. 3 3 3 4 3 3 3 2 3 
63. 3 3 3 3 3 3 3 3 4 

64. 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
65. 3 3 3 3 3 3 3 3 4 

66. 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
67. 3 3 3 3 3 3 3 3 4 

68. 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
69. 3 3 3 3 3 3 3 3 4 

70. 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
71. 3 3 3 3 3 3 3 3 4 

72. 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
73. 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
74. 3 3 3 3 3 3 3 3 4 

75. 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
76. 3 3 3 3 3 3 3 3 4 

77. 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
78. 3 3 3 3 3 3 3 3 4 

79. 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
80. 3 3 3 3 3 3 3 3 4 

81. 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
82. 3 3 3 3 3 3 3 3 4 

83. 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
84. 3 3 3 3 3 3 3 3 4 

85. 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
86. 3 3 3 3 3 3 3 3 4 

87. 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
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88. 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
89. 3 3 3 3 3 3 3 3 4 

90. 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
91. 3 3 3 3 3 3 3 3 4 

92. 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
93. 3 3 3 3 3 3 3 3 4 

94. 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
95. 3 3 3 3 3 3 3 3 4 

96. 3 3 3 3 4 3 3 3 4 
97. 3 3 3 3 3 3 3 3 4 

98. 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
99. 3 3 3 3 3 3 3 3 4 

100. 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
 

Jlh nilai per 
unsur 

 
304 

 
307 

 
304 

 
302 

 
317 

 
307 

 
306 

 
306 

 
346 

 

NRR per 
unsur = jlh 

nilai per 
unsur : jlh 
kuesioner 
yang terisi 

 
3.040 

 
3.070 

 
3.040 

 
3.020 

 
3.170 

 
3.070 

 
3.060 

 
3.060 

 
3.460 

 

NRR 
tertimbang 
per unsur = 

NRR per 
unsure x 

0,111 

 
 

0.337 

 
 

0.340 

 
 

0.337 

 
 

0.335 

 
 

0.351 

 
 

0.340 

 
 

0.339 

 
 

0.339 

 
 

0.384 

*) 
 
3.102 
 
 

 

IKM UNIT 
PELAYANAN 

 

 
3.102 x 25 = 77.55 

**) 
77.55 

 
 
KETERANGAN :                                      

a. U 1 s.d  U 9           = Unsur Pelayanan                                                        

b. NRR                       =  Nilai Rata-rata 

c. IKM              =   Indeks Kepuasan Masyarakat 

d. *)                          =  Jumlah NRR IKM Tertimbang                              

e. **)               =  Jumlah NRR Tertimbang  x 25     

f. NRR Per unsur      = Jumlah nilai perunsur dibagi jumlah kuesioner yang terisi 

g. NRR Tertimbang    = NRR per unsur x 0,111   

Per unsur   

 IKM UNIT PELAYANAN : 77,55 
 

Mutu Pelayanan : 

A (Sangat Baik) : 81,26 – 100,00 
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B (Baik)  : 62,51 – 81,25 

C (Kurang Baik) : 43,76 – 62,50 

D (Tidak Baik)  : 25,00 – 43,75 

Dengan demikian nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Badan Penghubung Provinsi 

Kalimantan Barat hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut : 

a. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) setelah dikonversi = Nilai Indeks x Nilai 

Dasar = 3.102 x 25 = 77.55 

b.  Mutu Pelayanan  B 

c. Kinerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat  BAIK 

d. Tabel Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan 

Kinerja Unit Pelayanan Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta 

disimpulkan : 

 

 
NILAI 

PERSEPSI 

 
NILAI 

INTERVAL 
IKM 

 
NILAI 

INTERVAL 
KONVERSI IKM 

 
MUTU 

PELAYANAN 

 
KINERJA UNIT 
PELAYANAN 

 
1 

 
1.00 – 1.75 

 
25 – 43.75 

 
D 

 
Tidak baik 

 
2 

 
1.76 – 2.50 

 
43.76 – 
62.50 

 
C 

 
Kurang baik 

 
3 

 
2.51 – 3.25 

 
62.51 – 
81.26 

 
B 

 
Baik 

 
4 

 
3.26 – 4.00 

 
81.26 – 
100.00 

 
A 

 
Sangat baik 

 
e. Prioritas Peningkatan Kualitas Pelayanan 

Dalam peningkatan kualitas pelayanan, diprioritaskan pada unsur yang 

mempunyai nilai paling rendah, sedangkan unsur yang mempunyai nilai cukup 

tinggi akan tetap dipertahankan. 
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    Rata-rata nilai dari suatu unsur pelayanan menunjukkan penilaian masyarakat 

terhadap unsur pelayanan tersebut. Unsur-unsur pelayanan dengan nilai rata-

rata atau nilai interval IKM 3,000 atau BAIK merupakan unsur-unsur 

pelayanan yang perlu dipertahankan. 

   Dari Tabel 5 dapat dilihat bahwa unsur yang memiliki Nilai 

(NRR) tertinggi adalah unsur produk layanan, biaya tarif, kompetensi 

pelaksana, prilaku pelaksana dan unsur maklumat pelayanan (rata-rata 3,000), 

sedangkan unsur dengan Nilai Rata-Rata (NRR) terendah tidak ada. Nilai 

Rata-Rata semua unsur 3.000) hal ini menggambarkan bahwa penilaian 

masyarakat terhadap unsur pelayanan Badan Penghubung Provinsi 

Kalimantan Barat pada umumnya baik dan sudah merasa puas dengan unsur-

unsur pelayanan tersebut.  

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan, maka yang perlu 

diprioritaskan  adalah pada unsur yang mempunyai nilai paling rendah. 

Sedangkan unsur yang mempunyai nilai cukup tinggi harus tetap 

dipertahankan. Dari 9 ( sembilan) unsur yang ditetapkan seluruhnya dapat 

dikategorikan sudah mencukupi unsur nilai Indeks Kepuasan Masyarakat di 

atas 75, mutu pelayanan B (Baik). 

Dalam rangka menciptakan pelayanan publik yang berkualitas, maka kedepan 

ke-9 unsur pelayanan Badan Penghubung Provinsi kalimantan Barat  harus 

ditingkatkan kembali dan juga ada yang harus dipertahankan terutama yang 

langsung berhubungan dengan pelayanan terhadap masyarakat.  

C. SARAN PERBAIKAN DARI RESPONDEN

Ada beberapa saran dan perbaikan dari responden yang dapat kami himpun

kedalam laporan ini dan diambil yang sifatnya sangat penting dan mempunyai

kesamaan maksud dan tujuannya sebagai berikut :
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1. Persyaratan

Tata cara pemakaian dan pemanfaatan / persyaratan administrasi agar

tidak terlalu ketat, seperti diharuskan menunjukan kartu identitas

(KTP/SIM), mematuhi tata tertib  yang berlaku selama masa sewa

berlangsung, Pemesanan fasilitas pemakaian kekayaan daerah yang

akan digunakan dilakukan melalui petugas dan pengambilan kunci kamar

dilakukan pada saat tamu datang.

2. Prosedur

Prosedur yang diterapkan selama ini sedikit ketat seperti ketersediaan

kamar bagi para eselon apabila memungkinkan (kosong) agar tidak

dibatasi dan dapat diberikan kepada pelanggan yang bukan eselon.

Selanjutnya banyak juga yang menyarankan agar Mess Daerah

Kalimantan Barat tidak saja hanya melayani para PNS dari Kalimantan

Barat  dimaksukan bahwa prioritas utama tetap bagi PNS dari Kalimantan

Barat namun bila memungkinkan / dalam keadaan kosong dapat juga

menerima masyarakat pada umumnya.

3. Produk Layanan

Responden merasa puas dengan produk layanan yang tersedia disetiap

kamar seperti peralatan mandi, handuk, sikat gigi, odol, sabun dan

shampoo serta sandal.

4. Penanganan Pengaduan

Kotak saran juga menjadi perhatian dari responden sebagai penangan

pengaduan yang diharapkan untuk terpenuhi.
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D. TINDAK LANJUT HASIL SURVEY KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) 

Saran perbaikan dari responden kami tampung dan akan diusahakan ada 

perbaikan kedepannya sesuai keluhan yang diajukan sebagai berikut :  

1 Persyaratan : Disesuaikan dengan keadaan. 

2 Prosedur : Kamar akan ditinjau kembali untuk tidak 
dibatasi 

3 Produk Layanan : Sesuai dengan ketersediaan dana dan 
untuk kedepannya akan diusahakan 
perbaikan. 

4 Penanganan 

Pengaduan 

: Kedepannya akan diusahakan ada 
kotak suara 

 

Ke empat unsure ini akan diprioritaskan untuk diadakan perbaikan sedangkan 

unsur Pelayanan lain seperti waktu pelayanan, biaya / tarif, kompetensi 

pelaksana, perilaku pelaksana, serta maklumat pelayanan mendapat nilai 

rata-rata 3.000 jadi tidak ada masalah dan akan tetap dipertahankan. 

 

BAB IV 

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI 

 

A. KESIMPULAN 

1. Secara umum kualitas pelayanan pada Mess Badan Penghubung Provinsi 

Kalimantan Barat di Jakarta dipersepsikan Baik oleh masyarakat 

penggunanya. Hal ini terlihat dari Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) 

yang diperoleh yaitu berkisar di antara 62,51 – 81,25. Nilai IKM yang 

diperoleh yaitu : pada 9 unsur pelayanan = 77,55 
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2. Unsur pelayanan yang dianggap paling memuaskan oleh responden 

adalah kesemua unsur yaitu 9 unsur pelayanan. seperti persyaratan, 

prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk layanan, kompetensi 

pelaksana, prilaku pelaksana, maklumat pelayanan, penangananan 

pengaduan, waktu pelayanan, biaya / tarif, kompetensi pelaksana, prilaku 

pelaksana serta unsur maklumat pelayanan (rata-rata 3,000) dan 

kesemua dianggap cukup memuaskan. 

 

3. Dari 9 unsur pelayanan tidak ada unsur yang memiliki NRR dibawah rata-

rata 3.000. Dan tidak semua unsur yang nilai rata-ratanya diatas 3.000, 

Sehingga dapat dikategorikan dari ke 9 unsur ini kualitas pelayanannya 

baik namun belum menjangkau katagori Sangat Baik, hal ini dikarenakan 

keterbatasan – keterbatasan yang ada baik menyangkut anggaran 

operasional mess maupun sarana dan prasarana serta fasilitas yang 

tersedia. 

 

B.    REKOMENDASI 

1. Perlu upaya untuk mempertahankan kualitas pelayanan yang sudah ada, 

dengan melakukan upaya-upaya peningkatan kualitas pelayanan secara 

konsisten terutama mempertahankan keamanan, kesopanan, kesesuai 

biaya pelayanan, kemampuan dan tanggung jawab petugas dan 

meningkatkan mutu pelayanan serta kenyamanan lingkungan. 

2. Meningkatkan kedisiplinan dan rasa tanggung jawab petugas melalui 

pemberian pelatihan untuk meningkatkan keterampilan dan etos kerja 

atau motivasi petugas dan menetapkan standarisasi internal mengenai 

sikap layanan serta disiplin kerja. 
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3. Diperlukan upaya untuk meningkatkan kemudahan pelanggan dalam

mengajukan keluhan melalui pembentukan satuan kerja yang berfungsi

menerima dan memproses keluhan pelanggan serta menyediakan media

yang mudah diakses oleh pelanggan seperti saluran telepon bebas pulsa,

sms, email, dan atau kotak saran.

4. Diperlukan upaya untuk meningkatkan kepercayaan pelanggan terhadap

petugas dalam memberikan pelayanan. Hal-hal yang dapat dilakukan

adalah: (1) memberikan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi

petugas, (2) memberikan informasi secara komunikatif kepada pelanggan.

5. Perlu pemberian penghargaan terhadap pegawai / petugas mess yang

berprestasi dan terus memotivasi untuk mendapatkan prestasi di masa

yang akan datang serta mempertimbangkan kesejahteraan petugas

pelayanan dalam bentuk insentif khusus.

6. Kegiatan penyusunan IKM dapat terus dilaksanakan sebagai salah satu

cara untuk mempertahankan kualitas pelayanan publik dengan

membandingkan IKM terdahulu secara berkala, jika mungkin survey

dilakukan secara periodik (3 sampai dengan 6 bulan sekali atau sekurang-

kurangnya 1 tahun sekali) secara berkelanjutan, sehingga dapat dilakukan

perubahan tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

7. Karena tidak terdapat alokasi anggaran APBD untuk mendukung kegiatan

Survey Kepuasan Masyarakat,(SKM) diharapkan kedepan dapat disetujui

pengajuan anggaran kegiatan dimaksud.
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BAB V 
P E N U T U P 

Sebagai penutup dari laporan Survei indeks kepuasan masyarakat pada Badan 

Penghubung Provinsi Kalimantan Barat Tahun Anggaran 2020, diharapkan 

dapat dijadikan bahan evaluasi dan acuan untuk kesempurnaan pelayanan 

yang akan datang, dan semoga laporan ini bermanfaat. 

Dengan disusunnya laporan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat ini  maka 

berakhir sudahlah pelaksanaan kegiatan SKM pada Badan Penghubung 

Provinsi Kalimantan Barat  Tahun Anggaran 2020, dan sekaligus laporan ini 

sebagai pertanggungjawaban administrasi dari semua pelaksanaan kegiatan 

Survei Kepuasan Masyarakat. 

Demikian atas terselenggaranya semua kegiatan dan laporan ini diucapkan 

terima kasih kepada semua pihak yang mendukung baik secara langsung 

maupun tidak langsung sehingga semua kegiatan dapat terlaksana dengan 

lancar dan sesuai dengan rencana. Survei Kepuasan Masyarakat terhadap 

penyelenggaraan pelayanan publik perlu dilakukan secara berkelanjutan 

sebagai dasar peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan publik serta 

kemungkinan replikasi inovasi pelayanan publik  dan Semoga kerjasama ini 

dapat lebih ditingkatkan lagi pada kesempatan mendatang. 



Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat

LAPORAN  SURVEY  KEPUASAN  MASYARAKAT  TAHUN  2020 Page 53 

Lampiran 

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGHUBUNG 
PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

NOMOR :  065/  25  /  TU  

TENTANG 

PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK  
SERTA PENETAPAN VISI, MISI, MOTTO DAN MAKLUMAT PELAYANAN 

PADA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

KEPALA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik 
pada Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat perlu 
dibentuk tim pelaksana pelayanan publik, yang terdiri dari 
penanggung jawab kegiatan, ketua, sekretaris dan anggota 
serta menetapkan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan;   

b. bahwa untuk pembentukan tim pelaksana pelayanan publik
serta penetapan visi, misi, motto dan maklumat pelayanan
sebagaimana dimaksud dalam huruf (a) perlu ditetapkan
dengan Keputusan Kepala Badan Penghubung Provinsi
Kalimantan Barat;

c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran
Surat Keputusan ini dianggap cakap dan mampu untuk
melaksanakan kegiatan tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Otonom Provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan 
Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1956 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 1106); 

2. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5038);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang 
Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5357);

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman 
Standar Pelayanan;

7. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2015 Tentang 
Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi 
Kalimantan Barat Tahun 2015 Nomor 8, Tambahan Lembaran 
Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 6);

8. Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2016 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat 
Nomor 8 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan 
Publik (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 
Nomor 92);

9. Peraturan Gubernur Nomor 101 Tahun 2019 tentang Perubahan 
Atas Peraturan Gubernur Nomor 126 tentang Kedudukan, 
Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan 
Penghubung Provinsi Kalimantan Barat;

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan : 
KESATU : Membentuk tim pelaksana pelayanan publik serta menetapkan 

visi, misi, motto dan maklumat pelayanan dalam rangka 
peningkatan kualitas pelayanan publik pada  Badan Penghubung 
Provinsi Kalimantan Barat. 

KEDUA : Tim pelaksana pelayanan publik pada Badan Penghubung 
Provinsi Kalimantan Barat mempunyai tugas dan kewajibannya 
sebagai berikut :  
1) Memberikan pelayanan kepada publik atas permintaan 

informasi dan konsultasi;
2) Melakukan kegiatan pelaksanaan pelayanan publik yang 

berada dalam ruang lingkup tugasnya;
3) Menanggapi pengaduan pelayanan dari publik atau 

mengarahkan kepada bagian pengaduan;
4) Menjunjung tinggi dan menerapkan visi, misi dan motto 

pelayanan publik;
5) Menerapkan standar pelayanan;
6) Melaksanakan survey kepuasan masyarakat;
7) Melakukan pengelolaan sarana, prasarana dan/atau fasilitas 

pelayanan;
8) Melaporkan tugas dan kemajuan yang telah dilaksanakan 

kepada pimpinan tugas secara periodik.
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KETIGA : Menunjuk pegawai yang namanya tercantum pada lampiran 1 
(satu) surat keputusan ini sebagai tim pelaksana pelayanan 
publik pada Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat.  

KEEMPAT : Menetapkan visi, misi dan motto pelayanan publik Badan 
Penghubung Provinsi Kalimantan Barat pada lampiran II (dua). 

KELIMA : Seluruh biaya yang berkaitan dengan pelaksanaan surat 
keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran (DPA) Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat 
Tahun Anggaran 2020. 

KEENAM : Surat  Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan 
dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan 
dalam penetapan surat keputusan ini akan diadakan perbaikan 
seperlunya. 

   Ditetapkan di Jakarta 
   Pada tanggal   31  Maret 2020 

  Kepala Badan Penghubung 
   Provinsi Kalimantan Barat 

    DASA SEKARTRIATIN ADINDA 

LAMPIRAN  I : 
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KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGHUBUNG 
PROVINSI KALIMANTAN BARAT 
NOMOR  :  065 /  25  /  TU   

DAFTAR TIM PELAKSANA PELAYANAN PUBLIK  
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

Penanggung Jawab : Dasa Sekartriatin Adinda, S.Sos 
Ketua    : Abdul Gani, SH 
Sekretaris : Mathilda Jacquiline Dwi Kartika, SE 
Anggota : - Dra. Trihastuti Sofianingsih

- Warjo, SAP
- Sri Murtini, S. Kom, MM
- Asyusyafri Ruslim, SE
- Suryani, SH
- Heni Hartinah, S.Sos, M.Si
- Nurhakimah
- Jubhar
- Wigih Pambudi
- Rusmayani
- Edi Setyawan, S.AP
- Warto,  S.Pd
- Adi Topan, S.Kom
- Tursina Megawari, S.Kom
- Heryadi
- Yonathan Boy, A. Md
- Nelli Permatasari, A. Md
- Yosef Skano Dayan, A.Md, Par
- Yoga Wijaya, A. Md
- Suharni, A. Md, PP
- Saidih
- Tri Hartono
- Peri Suriadi
- Nursin
- Toni Madias
- Pandu Eko Sarjito
- Siti Suryani
- Bambang Heri Kartono

   Kepala Badan Penghubung 
    Provinsi Kalimantan Barat 

   DASA SEKARTRIATIN ADINDA 



Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat

LAPORAN  SURVEY  KEPUASAN  MASYARAKAT  TAHUN  2020 Page 57 

LAMPIRAN  II : 
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN BARAT 
NOMOR :  065/  25  / TU   

VISI, MISI, MOTTO, DAN MAKLUMAT PELAYANAN PUBLIK 
BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

VISI : Menjadikan Badan Penghubung sebagai Duta Pemerintah 
Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta dan Daerah lainnya. 

MISI : 1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan Badan Penghubung 
dalam rangka memberikan pelayanan kepada Pemerintah 
Provinsi dan Kabupaten/Kota Se-Kalimantan Barat. 

2. Menjalin  hubungan  kerja sama dan koordinasi dengan mitra
kerja atau Stakeholders di Jakarta dan daerah lainnya.

3. Mewujudkan  pelayanan  administrasi  untuk  kelancaran
hubungan antara Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat
serta hubungan dengan Masyarakat Kalimantan Barat di
Jakarta.

4. Meningkatkan kegiatan Keprotokolan dan Promosi Daerah
Provinsi Kalimantan Barat melalui pemanfaatan sumber daya
yang ada.

5. Mewujudkan pelayanan yang prima terhadap tamu Mess
Daerah.

6. Memberdayakan Asrama Mahasiswa Kalimantan Barat di
Jakarta dan daerah lainnya.

MOTTO : Pelayanan yang Profesional dan Informatif 



Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat

LAPORAN  SURVEY  KEPUASAN  MASYARAKAT  TAHUN  2020 Page 58 

 
 
 

 Kepala Badan Penghubung 
  Provinsi Kalimantan Barat 

  DASA SEKARTRIATIN ADINDA 

BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN BARAT 

MAKLUMAT PELAYANAN 

“DENGAN INI KAMI MENYATAKAN SANGGUP MENYELENGGARAKAN 
PELAYANAN SESUAI STANDAR PELAYANAN YANG TELAH DITETAPKAN, 
DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI 
YANG TELAH DITETAPKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 
YANG BERLAKU” 

Kepala Badan Penghubung 
Provinsi Kalimantan Barat 

TTD 

Dasa Sekatriatin Adinda 
Pembina Tingkat I 

NIP. 19651006 198603 2 016 
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JADWAL PELAKSANAAN KEGIATAN 

KEGIATAN Bulan  I Bulan II Bulan III Bulan IV 
M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 M1 M2 M3 M4 

 
A.PERSIAPAN 

1.  Penetapan     
      Pelaksana 
 

                

 
1. Menyiapkan bahan  

Kuesioner 
 

                

 
2. Penetapan  

responden 
     Lokasi dan waktu    
     pengumpulan data 
 

                

 
3. Penyusunan Jadwal 

 

                

 
B. PELAKSANAAN 

PENGUMPULAN DATA 
1. Pengumpulan data 

 

                

 
2. Pengisian kuesioner 

 

                

 
3. Pengujian kualitas 

dan validitas data 
 

                

 
 C. PENGOLAHAN DATA 
  

                

 
E. PENYUSUNAN 

LAPORAN HASIL 
SURVEI 
 

                

 

 

PENGOLAHAN DATA NILAI PERSEPSI RESPONDEN / HASIL SURVEY 
KEPUASAN MASYARAKAT (SKM) 

 
 

Dari keseluruhan kuesioner (9 kuesioner) dengan jumlah responden 100 orang dapat 

terisi dengan baik sehingga dapat diolah dan dianalisis lebih lanjut. Dari hasil 

pengolahan terhadap kuesioner yang telah terisi tersebut, diperoleh hasil sebagai 

berikut : 

A. PROFIL / KARAKTERISTIK RESPONDEN 

Responden pada Mess Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat diambil 

sebanyak 100 orang secara acak dan Profil / Karakteristik Responden 
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digolongkan pada Umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan utama 

sebagai berikut :  

PROFIL RESPONDEN 

 
NOMOR 

RESPONDEN 

 
UMUR   

 
JENIS 

KELAMIN 

 
PENDIDIKAN 

 
PEKERJAAN 

UTAMA 
1.  42 P S2 LAINNYA 
2.  41 L SMA SWASTA 
3.  50 L SMP PNS 
4.  48 L SMP SWASTA 
5.  40 P S1 PNS 
6.  52 L S1 PNS 
7.  15 P SMA PELAJAR 
8.  30 L S1 LAINNYA 
9.  20 L D3 MAHASISWA 
10.  55 P S1 WIRASWASTA 
11.  38 P D3 LAINNYA 
12.  46 L S1 SWASTA 
13.  38 L S1 SWASTA 
14.  22 P D3 SWASTA 
15.  20 P D3 SWASTA 
16.  24 P D3 SWASTA 
17.  27 L S2 SWASTA 
18.  27 L S1 SWASTA 
19.  22 P D3 MAHASISWA 
20.  21 P D3 SWASTA 
21.  30 P SMP WIRASWASTA 
22.  38 P D3 WIRASWASTA 
23.  20 L SMA MAHASISWA 
24.  22 L S1 MAHASISWA 
25.  48 P SMP WIRASWASTA 
26.  10 P SD PELAJAR 
27.  16 P SMA PELAJAR 
28.  12 P SD PELAJAR 
29.  21 L S1 MAHASISWA 
30.  19 L S1 MAHASISWA 
31.  10 P SD PELAJAR 
32.  11 P SD PELAJAR 
33.  15 P SMP LAINNYA 
34.  40 P SMK LAINNYA 
35.  30 P SMP LAINNYA 
36.  42 P SMK LAINNYA 
37.  30 P SMA LAINNYA 
38.  49 P D3 SWASTA 
39.  22 L D3 MAHASISWA 
40.  36 P SMA LAINNYA 
41.  47 L SMA WIRASWASTA 
42.  42 L SMP SWASTA 
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43.  47 P SMP SWASTA 
44.  20 P S1 MAHASISWA 
45.  21 L SMA MAHASISWA 
46.  20 L SMA MAHASISWA 
47.  09 P SD PELAJAR 
48.  10 P SD PELAJAR 
49.  42 L D3 WIRASWASTA 
50.  10 P SD PELAJAR 
51.  22 L D3 WIRASWASTA 
52.  27 L D3 SWASTA 
53.  08 P SD PELAJAR 
54.  09 P SD PELAJAR 
55.  07 P SD PELAJAR 
56.  11 L SD PELAJAR 
57.  09 P SD PELAJAR 
58.  37 P SMP SWASTA 
59.  12 P SMP PELAJAR 
60.  24 P S1 MAHASISWA 
61.  27 P S2 SWASTA 
62.  36 L D3 PNS 
63.  36 P SMA LAINNYA 
64.  42 P S1 SWASTA 
65.  40 P D3 PNS 
66.  39 L S1 WIRASWASTA 
67.  38 P D3 PNS 
68.  45 L SMK TNI 
69.  43 L SMA SWASTA 
70.  35 P S1 SWASTA 
71.  29 P SMA SWASTA 
72.  18 P D3 MAHASISWA 
73.  19 P SMA PELAJAR 
74.  17 L SMA PELAJAR 
75.  20 L D3 MAHASISWA 
76.  25 P D3 MAHASISWA 
77.  41 L S1 PNS 
78.  28 P SMK SWASTA 
79.  38 P D3 SWASTA 
80.  27 P SMK SWASTA 
81.  37 P D3 WIRASWASTA 
82.  48 L D3 WIRASWASTA 
83.  40 P D3 SWASTA 
84.  28 P SMA SWASTA 
85.  24 P D3 MAHASISWA 
86.  36 L SMA SWASTA 
87.  24 P D3 MAHASISWA 
88.  30 L SMK WIRASWASTA 
89.  40 L SMA PNS 
90.  37 P SMK SWASTA 
91.  37 P D3 SWASTA 
92.  37 L SMA SWASTA 
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93.  43 L D3 TNI 
94.  37 P SMA LAINNYA 
95.  29 L S1 MAHASISWA 
96.  26 P D3 MAHASISWA 
97.  43 P SMA LAINNYA 
98.  44 P SMA LAINNYA 
99.  27 L SMA SWASTA 
100.  27 L SMA SWASTA 

 

REKAPITULASI PROFIL / KARAKTERISTIK RESPONDEN 

 
N
O 

 
KLP 

UMUR 

 
JENIS 

KELAMIN 

 
PENDIDIKAN 

 
PEKERJAAN UTAMA 

 
JLH 

 
L P 

 
 

SLTA D3/D4 S1 S2 S3 PNS SWASTA LAINNYA 

1 20-30 3 1 - - 4 - - 3 1 - 4 
2 31-40 17 20 - - 33 4 - 33 4 - 37 
3 41-50 16 25 - - 39 2 - 37 4 - 41 
4 51-60 9 9 - - 11 7 - 16 2 - 18 

JUMLAH 45 55 - - 87 13 - 89 11 - 100 

 

B. HASIL PENGUKURAN BERDASARKAN 9 UNSUR PELAYANAN 

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan 

Reformasi Birokrasi Nomor : 16 Tahun 2014 tentang Pedoman Survey 

Kepuasan Masyarakat yang memuat  9 unsur pelayanan yang harus diukur, 

yaitu : 

1. Persyaratan 

2. Prosedur 

3. Waktu Pelayanan 

4. Biaya / Tarif  

5. Produk Layanan 

6. Kompetensi pelaksana 

7. Prilaku Pelaksana 

8. Maklumat Pelayanan 

9. Penanganan Pengaduan 

 

Berdasarkan pengukuran terhadap kualitas 9 unsur pelayanan tersebut diperoleh 

hasil skor  Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) : 77.55  dengan angka Indeks 
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sebesar  75,45  maka kinerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat saat ini 

berada dalam mutu pelayanan B dengan kategori BAIK, karena berada dalam nilai 

interval konversi Indeks Kepuasan Masyarakat  antara :  62.50 – 81.25. 

Berdasarkan pengisian kuesioner oleh responden selanjutnya diolah data dan 

hasilnya Sebagai berikut  :  

NO UNSUR PELAYANAN NILAI RATA-RATA 
U1 Persyaratan 3.000 
U2 Prosedur 3.000 
U3 Waktu Perlayanan 3.000 
U4 Biaya / Tarif 3.000 
U5 Produk Layanan 3.190 
U6 Kompetensi Pelaksana 3.000 
U7 Prilaku Pelaksana 3.000 
U8 Maklumat Pelayanan 3.000 
U9 Penanganan Pengaduan 3.000 

 
Dapat dilihat dari tabel berikut : 

PENGOLAHAN DATA SURVEY  KEPUASAN MASYARAKAT PER RESPONDEN  
DAN PER UNSUR PELAYANAN 

 
UNIT PELAYANAN :   BADAN PENGHUBUNG PROVINSI KALIMANTAN BARAT 
ALAMAT  :   JL. SALAK NO.32 JAKARTA SELATAN 12980  
                                               TELP.(021)-8354284,8319083 FAX. (021)-8319082 
 

 
NO URUT 

RESPONDEN 

 

NILAI PER UNSUR PELAYANAN 
 

U 1 
 

U 2 
 

U 3 
 

U 4 
 

U 5 
 

U 6 
 

U 7 
 

U 8 
 

U 9 

1. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
2. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

3. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
4. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

5. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
6. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

7. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
8. 3 3 3 3 3 3 3 3 3  

9. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
10. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

11. 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
12. 3 3 3 3 4 3 3 3 3 

13. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
14. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

15. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
16. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

17. 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
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18. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
19. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

20. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
21. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

22. 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
23. 3 3 3 3 4 3 3 3 3 

24. 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
25. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

26. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
27. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

28. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
29. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

30. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
31. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

32. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
33. 3 3 3 3 4 3 3 3 3 

34. 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
35. 3 3 3 3 4 3 3 3 3 

36. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
37. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

38. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
39. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

40. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
41. 3 3 3 3 4 3 3 3 3 

42. 3 3 3 3 4 3 3 3 3 
43. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

44. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
45. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

46. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
47. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

48. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
49. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
50. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

51. 3 3 3 2 3 3 3 3 4 
52. 3 3 4 3 3 3 3 3 4 

53. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 
54. 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

55. 4 4 4 3 4 4 3 4 4 
56. 4 4 4 3 4 4 4 4 3 

57. 4 4 4 3 3 4 4 4 3 
58. 4 4 2 3 3 4 4 4 4 

59. 4 4 2 3 4 4 4 4 4 
60. 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

61. 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
62. 3 3 3 4 3 3 3 2 3 

63. 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
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64. 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
65. 3 3 3 3 3 3 3 3 4 

66. 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
67. 3 3 3 3 3 3 3 3 4 

68. 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
69. 3 3 3 3 3 3 3 3 4 

70. 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
71. 3 3 3 3 3 3 3 3 4 

72. 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
73. 3 3 3 3 3 3 3 3 4 

74. 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
75. 3 3 3 3 3 3 3 3 4 

76. 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
77. 3 3 3 3 3 3 3 3 4 

78. 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
79. 3 3 3 3 3 3 3 3 4 

80. 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
81. 3 3 3 3 3 3 3 3 4 

82. 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
83. 3 3 3 3 3 3 3 3 4 

84. 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
85. 3 3 3 3 3 3 3 3 4 

86. 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
87. 3 3 3 3 3 3 3 3 4 

88. 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
89. 3 3 3 3 3 3 3 3 4 

90. 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
91. 3 3 3 3 3 3 3 3 4 

92. 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
93. 3 3 3 3 3 3 3 3 4 

94. 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
95. 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
96. 3 3 3 3 4 3 3 3 4 

97. 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
98. 3 3 3 3 3 3 3 3 4 

99. 3 3 3 3 3 3 3 3 4 
100. 3 3 3 3 3 3 3 3 4 

 

Jlh nilai per 
unsur 

 
304 

 
307 

 
304 

 
302 

 
317 

 
307 

 
306 

 
306 

 
346 

 

NRR per 
unsur = jlh 

nilai per 
unsur : jlh 
kuesioner 
yang terisi 

 
3.040 

 
3.070 

 
3.040 

 
3.020 

 
3.170 

 
3.070 

 
3.060 

 
3.060 

 
3.460 

 

NRR 
tertimbang 
per unsur = 

NRR per 

 
 

0.337 

 
 

0.340 

 
 

0.337 

 
 

0.335 

 
 

0.351 

 
 

0.340 

 
 

0.339 

 
 

0.339 

 
 

0.384 

*) 
 
3.102 
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unsure x 
0,111 

 

IKM UNIT 
PELAYANAN 

 

 
3.102 x 25 = 77.55 

**) 
77.55 

 

KETERANGAN :                                      
a. U 1 s.d  U 9           = Unsur Pelayanan                                                        

b. NRR                      =  Nilai Rata-rata 

c. IKM              =   Indeks Kepuasan Masyarakat 

d. *)                          =  Jumlah NRR IKM Tertimbang                              

e. **)               =  Jumlah NRR Tertimbang  x 25     

f. NRR Per unsur     = Jumlah nilai perunsur dibagi jumlah kuesioner yang terisi 

g. NRR Tertimbang   = NRR per unsur x 0,111   

Per unsur   

 IKM UNIT PELAYANAN : 77,55 
 

Mutu Pelayanan : 

A (Sangat Baik) : 81,26 – 100,00 

B (Baik)  : 62,51 – 81,25 

C (Kurang Baik) : 43,76 – 62,50 

D (Tidak Baik)  : 25,00 – 43,75 

Dengan demikian nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Badan Penghubung Provinsi 

Kalimantan Barat hasilnya dapat disimpulkan sebagai berikut : 

a. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) setelah dikonversi = Nilai Indeks x Nilai 

Dasar = 3.018 x 25 = 77.55  

b. Mutu Pelayanan  B 

c. Kinerja Badan penghubung Provinsi Kalimantan Barat  BAIK 

d. Tabel Nilai Persepsi, Interval IKM, Interval Konversi IKM, Mutu Pelayanan dan 

Kinerja Badan Penghubung Provinsi Kalimantan Barat di Jakarta disimpulkan :  
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NILAI 

PERSEPSI 

 
NILAI 

INTERVAL 
IKM 

 
NILAI 

INTERVAL 
KONVERSI IKM 

 
MUTU 

PELAYANAN 

 
KINERJA UNIT 
PELAYANAN 

 
1 

 
1.00 – 1.75 

 
25 – 43.75 

 
D 

 
Tidak baik 

 
2 

 
1.76 – 2.50 

 
43.76 – 62.50 

 
C 

 
Kurang baik 

 
3 

 
2.51 – 3.25 

 
62.51 – 81.26 

 
B 

 
Baik 

 
4 

 
3.26 – 4.00 

 
81.26 – 100.00 

 
A 

 
Sangat baik 

 

 

 




